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PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 10 TAHUN  2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 55 TAHUN 2001 TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan

perkembangan perekonomian daerah dalam rangka

melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan

bertanggung jawab, diperlukan upaya menambah dan

menghasilkan sumber pendapatan daerah melalui

partisipasi masyarakat dengan penerimaan sumbangan

dari pihak ketiga ;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur Nomor 55 Tahun 2001 tentang Penerimaan

Sumbangan Dari Pihak Ketiga Kepada Pemerintah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam

perkembangannya sudah tidak sesuai lagi dengan

kondisi saat ini sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 55

Tahun 2001 tentang Penerimaan Sumbangan dari Pihak

Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur;
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Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,

Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabaung

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3903) Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi

dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3969);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun  2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);


